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GUBERNUR GORONTALO,

i i .
PERATURANDAERAHPROVINSIGORONTALO

NpMOR5 TAHUN2013
: ' I

i TENTANG
I

PEt.P,YANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJl 01 PROVINSI GORONTALO
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
I

GUBERNURGORONTALO,

1

a. bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga

negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;

b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib

.dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya,

Huntuk itu upaya penyempurnaan ':~istem dan manajemen
• •
.penyelenggaraan ibadah haji khusushya di Daerah Provinsi

(:
, I

Gorontalo perlu terus dilakukanagar pelaksanaan ibadah haji

berjalan dengan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi

semangat keadilan, transp~ransi dan akuntabilitas public;

bahwa dalam rangka pelakSanaanketentuan pasalll ayat (3), ayat

(4) dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang
I !

Penyelenggaraan Ibadah Haji,pengaturan mengenai biaya

operasional . penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi

jemaah haji dari daerah .asal ke embarkasi dan sebaliknya dari
! I

debarkasi ke daerah asal perlu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah;

bahwa ber~asarkan pertifl'lbangan sebagaimana dimaksud pada
I • J

huruf a, huruf b dan hun.if c, perlu membentuk Peraturan Daerah

Provinsi Gorbntalo tentangi Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Oi Provinsi Gorontalo.
I
I
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2: Tahun 1962 tentang Karantina Udara

,.(Lembaran iNegara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
I '

,2. Undang-Unqang Nomor 4: Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
: ~' I

Menular (Lembaran NegarCi Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
I I

20, Tambah~n Lembaran N~gara Republik Indonesia Nomor 3273 );

,3.. Undang-un9ang Nomor to Tahun 1995 tentang Kepabeanan
i' , i

(Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
. I i
Tambahan !Lembaran Negara RepubH~ Indonesia Tahun 1995

Nomor 3614) sebagaiman~ telah diubah:" dengan Undang-Undang
! l -, ,

Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93,

Tambahan Wembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4661);

:4. Undang-un~ang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
I I

Tambahan Wembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

:5. Undang-Unqang Nomor ~2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
I I !

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
, I,

125, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor

4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
i,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
,

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambah~m Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

.Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
'.

(Lembaran Negara Republik Indonesia :Tahun 2004 Nomor 126,,
,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);

. I

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan
~ l

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2009 tentar,g Perubahan ~tas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negar~ Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5061); ,
I! '0
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8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

(Lembaran INegara Republik Indonesia. Tahun 2011 Nomor 52,

Tambahan LJembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5216);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
i I

Peraturan Perundang-Unqangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia T.ahun 2011 Nqmor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor ~235);
I l ,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan qaerah (Lemba!ran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambah~n Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578~; I

~1. Peraturan Pemerintah N0n?0r 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
I ,

Provinsi dah Pemerintaha!n Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
, I

Lembaran Negara Republik'Indonesia Nomor 4737);
I I I
12. Peraturan Pemerintah Nom'or 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 13;Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
I .

Ibadah Haji I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
I •

. I I ~.

Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

~3. Peraturan pel:merintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
I I

Pelaksanaan, Undang-Und<;mg Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasiarl (Lembaran Niegara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 68, T:ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5409);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pe,ngelolaan Keu9ngan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 te"tang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
• j

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310); ;

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Pendaftaran i Haji sebagairhana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2008.. ,

16. Peraturan Menteri Dalam :Negeri Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2011 tentang Pembentukan Prod uk HUkU: Daerah; J
3
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442/MenkesjSKjVlj2009 ;tentang
I !

Kesehatan Haji Indonesia; .

20. Keputusan ~enteri Agama Nomor 160 Tahun 2012 tentang Sumber

Pembiayaan dan Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Reguler.

?1. Peraturan Daerah Provinsi :Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
; i

Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E).

17. Peraturan Menteri Agama Nomor 04 Tahun 2012 tentang
: I

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
I

18. Peraturan Menteri Agal11a Nomor 03 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Asrama Haji.

19. Keputusan : Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Pedoman Penyelenggaraan

! :
I '

! I

: '

I ,
I :

Dengan Persetujuan Bersama .. I
DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

I dan i
GUBERNURGORONTALO

, I

I MEMUTUSKAN:

pasalll

IBAS I i
i KETENTUAN 4MUM
! !,

PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN
. I ,. I

i IBADAH HAJI DI PROVINSI GORONTALO.
Menetapkan

.Dalam Peraturan Daerah ini, yang pimaksud dengan :

1. Daerah adala~ Provinsi Goront~lo. !
,

2. Pemerintah D~erah adalah Pe'1lerintah Provin~i Gorontalo

3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo. . i
! ! I

4. Dewan Perwakilan Rakyat D~erah Provinsi' Gorontalo selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan ra~yat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.
I I .

5. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur
. I

hidup bagi setiap orang Islam ~ang mampu menunaikannya.
, I

~ I
! I.

j I;i j,

\ ,

, '

! i, !
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" 6. Panitia Penyel(;mggaraan Ibad~h Haji Daerahf yang selanjutnya disebut PPIHD adalah

petugas haji ~ang mengelola Relayanan kepada jemaah haji di Provinsi Gorontalo dan
I I

unsur pendukung lainnya. .

7. Tim PemandJ Haji Daerah ~ang selanjutn~a disebut TPHD adalah petugas yang

menyertai Jerpaah Haji yang bertugas mer11berikan pelayanan umum bagi Jemaah
. :

Haji. !

, , I

8. Tim KesehataM Haji Daerah y~ng selanjutnya! disebut TKHD Provinsi Gorontalo adalah

Tim yang bertugas memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan
I

yang diperlukan oleh Jemaah Haji.
I

9. Tim Pendamping dan Pemantau Haji Daerah iyang selanjutnya disebut TPPHD adalah

tim yang bertugas memantau dan. mengawasi pengelolaan pelayanan

penyelenggaraan ibadah haji.

10. Pembinaan Lokal yang selanjutnya disebut ~embinaan, adalah serangkaian kegiatan

yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan, bagi jemaah haji Provinsi Gorontalo.
i

11. Daerah asal adalah wilayah domisili jemaah haji yaitu Provinsi Gorontalo.

12. Embarkasi adalah tempat pem~erangkatan jer;naah haji ke Arab Saudi., ,

13. Embarkasi Haji Antara adalah tempat pemberangkatan jemaah haji menuju

Embarkasi.

14. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi., . i
15. Jemaah haji adalah Warga 'Negara Indonesia yang beragama islam dan telah

mendaftarkan I diri untuk menunaikan ibadar haji sesuai dngan ,persyaratan yang

ditetapkan.

16. Ibadah Haji Reguler adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan

pengelolaan, ~embiayaan, danlpelayanannya persifat umum.

17. Konsumsi Lokal yang selanjutnya disebut Konsumsi adalah pelayanan makanan dan

minuman bagi PPIHD di asrar\,a haji dan di' bandara transit, dan bagi jemaah haji

diberikan di bandara transit. ;
: 1

18. Transportasi lokal yang selanjutnya disebut Transportasi adalah pengangkutan yang

I disediakan bagi jemaah haji ~ari daerah as!al ke embarkasi dan dari debarkasi ke

i daerah asal. : I
'19. Pelayanan adalah perlakuan yang disediaka:n bagi jemaah haji Provinsi Gorontalo

, I :

meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, :kesehatan, pembinaan, keamanan, dan

infrastruktur, serta pelayanan Kepabeanan, imigrasi, karantina kesehatan yang sumber
I I I

pembiayaan yang berkaitan dengan pelayanan Kepabeanan dan Cukai dibebankan
~ ~! .

kepada APBN; sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Provinsi Gorontalo
I

I
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] ;
I ,

20. Biaya operasiqnallokal yang selanjutnya diseput Biaya Operasional adalah biaya yang
: I ; I

, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo untuk
I' I :

I : , ' membiayai se~agian atau selu~uh proses pelatanan penyelenggaraan ibadah hajL
i,: I I

:i .
", i

i I'I .
! , . :
i ; j

r
I, ,
" '. Ir I

BAB II
r

: AZAS DAN TU~UAN
I Bagian Kes~tu

Azas i
I

Pasal2 '
:; : J
, , I

; \ : Ipelayanan Penyel(:mggaraan Ibad~h Haji dilaks~nakan berdasarkan azas kemanusiaan,
, '

! ! keadilan, profesio~al, akuntabilitas ldan prinsip nirl~ba.

l
Bagian Kedua

Tujuan i
Pasal3 I

Tujuan dari Pelayanan Penyelengg~raan Ibadah Hpji adalah sebagai berikut :
I I ,

a. Memberikan pelayanan yang optimal dalam proses penyelenggaraan ibadah haji mulai

dari tahap persiapandi daef,ah asal, Embkrkasi Haji Antara, Embarkasi, tempat

pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, Debarkasi, sampai kembali ke daerah asal,
I I

agar diperoleh kemudahan, kenyamanan dan keamanan beribadah hajL

b. Membantu mengurangi beban biaya bagi jemClah haji reguler.

BAB III :
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal4 i

Pemerintah daerah sebagai penyelrnggara ibadah haji di daerah berkewajiban melakukan

pelayanan yang Qptimal meliputi pembinaan dan perlindungan dengan menyediakan

layanan administrasi, akomodasi, ttansportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, keamanan

daninfrastruktur pendukung yang diperlukan oleh: jemaah haji sesuai ketentuan peraturan
I I

• ' J •

perundang-undangan.

I: '

I :

i '
1 ;

! I,
I '
! '
i'
r ,

BABIV
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Umum:
Pasal5 ,

I i
(1) Pelayanan pe~yelenggaraan i~adah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan

pengawasan. ,
, I I

(2) Kebijakan dan'pelaksanaan dal~m pelayanan penyelenggaraan ibadah haji merupakan.

tugas daerah ~ang menjadi tan~gung jawab Pemerintah Daerah.

6
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! :

'i ,\ ~(3) Gubernur merygangkat Panitia; Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD), petugas
) I'

yang menyertai jemaah haji ,sebagai Tim Remandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim
~ ! !

Kesehatan Haji Daerah (TKHD), serta Tim Pendamping dan Pemantau Haji Daerah

(TPPHD) yang;ditetapkan deng~n Keputusan qJubernur.
! .

; 1

I ;

; i
i I'. ,

I '
j ! ; ,

<tt.~ ; ,

! i
I, ii,

! ~ i

II: :
• I

I 1,' :I I!

I ; :
1 ~

ii', '

, ,

; ,

I
Bagian Kedua

,
Panitia Penyelenggara Ibqdah Haji Daerah

~ !

Pasal 6
. .

i I
(1) PPIHD sebaga'imana dimaksud pasal 5 ayat (3) di tingkat Provinsi terdiri dari unsur, ,

Pemerintah ~rovinsi Gorondlo, Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi

Gorontalo, K9ntor Imigrasi ~elas I Provi~si Gorontalo, Kantor Pabean, Kantor
, I

Kesehatan Pelabuhan, Kepolisi~m Daerah, Kantor bandara Djalaludin, Kantor Otoritas
iii .

Bandara dan PT. Angkasa Pura'

;(2) PPIHD bertug~s mengelola pelCjlyananpenyelerggaraanibadah hajL
I .j ] . •.

Bagian ~etiga

!Tim Pemandu Haji Daerah
! !

Pasal7
I i
! '

(1) TPHD sebagaimana dimaksud I pada pasal 5, ayat (3) terdiri dari orang-orang yang
: I I

memiliki peng~laman dalam pehyuluhan dan ~endampingan jemaah hajL

(2) TPHD bertugas melakukan penyuluhan dan p:endampingan kepada jemaah haji mulai
! I !

dari daerah asal, Embarkasi Haji Antara, Arab Saudi, Debarkasi,' sampai kembalike
: ! ' .

Embarkasi Haji Antara dan daerah asaL !

I
Bagian Keempat

tim Kesehatan Haji Daerah

Pasal8
!

(1) TKHD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) terdiri dari Dokter dan perawat
. ;

yang profesional.

(2) TKHD bertugas memberikan pelayanan kesehatan pada jemaahhaji, untuk tindakan

pertolongan pertama, pencegahan penyakit, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan, ,

mulai dari Asr~ma haji Embarkasi Antara, sampai kembalL

,:.,.;
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• I

. Bagian Kelima
, I: ,

Tim Pendamping dan Pemantau Haji Daerah

Pasal:9

(1) TPPHD sebag~imana dimaksuq pada pasal 5 ayat (3) terdiri dari unsur Anggota DPRD

Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi G?rontalo, Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Gorontalo, dan! dari unsur Masyarakat.

(2) TPPHD bertuQas mendampingi, memantau ~an mengawasi pelaksanaan pelayanan

penyelenggaraan ibadah hajL

(3) TPPHD bertugas mulai dari EHA, Embarkasi, Arab Saudi, Debarkasi, sampai kembali ke

EHA dan asrama haji;

(4) TPPHD wajib memberikan laporan evaluasi tertulis kepada Gubernur paling lambat60

hari kerja setelah kepulangan seluruh jemaah Ihaji di daerahasal.

i
I

!
Pasal 10

(1) Tata cara pembentukan PPIHD, TPHD, TKHD, dan TPPHD sebagaimana dimaksud

pada pasal 5 afyat (3), diatur dJngan Peraturah Gubernur.

(2) Biaya operasioral PPIHD, TPHO, TKHD, dan TPPHD sebagalmana dimaksud pada pasal
.1 I I

5 ayat (3), dibebankan pada" Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Gorontalo

BABV i
KOORDINASI

Pasal1L
I I

(1) Gubernur berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal atau instansi terkait dalam

pelayanan p~nyelenggaraan ! ibadah haji idi tingkat provinsi dan Pemerintah

KabupatenjKota.

(2) Instansi vertikal yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah Kantor Wilayah

Kementerian Abama, Kantor pJbean, Kantor I~igraSi, Kantor Bandara, Kantor Otoritas

Bandara, Kantor Kesehatan Pel~buhan dan PTJAngkasa Pura~;.
i I !

(3) Pelaksana teknis kegiatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di tingkat Provinsi

dilaksanakan oleh PPIHD Provirisi Gorontalo.

8
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BAB VI :
PELAYANAN

Bagian KesMu
I

Transportasi
Pasal12!

I
(1) Pelayanan transportasi darat d:ari asrama hajl embarkasi antara gorontalo ke bandara

djalaluddin dan dari bandara; djalaluddin kr asrama haji embarkasi antara serta

pelayanan Transportasi udara dari Bandara Djalaludin ke bandaraembarkasi dan dari

bandara debarkasi ke Bandara :Ojalaluddin Gotontalo.

(2) Komponen pembiayaan pelayanan transporta~i udara jemaah haji dari daerah asal ke
, , I

Embarkasi dan dari Oebarkasi ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi biaya:

a. Tiket pesawat pergi pulang dan airport tax

b. Asuransi

c. Security dan Porter bandara

d. Pelayanan bagasi

e. ~us apron bandara

f. Makanan ringan dan makanan berat pergi pulang
! I i

(3) Komponen pembiayaan transportasi darat pergi pulang dari asrama haji ke bandara

djalaluddin seqagaimana ayat C1) meliputi :

a. Sewa alat angkut darat pergi pulang
I, I

b. Asuransi I

c. Pelayanan qagasi

(4) Transportasi jemaah haji bersifat khusus (chattel) dan bukan transportasi umum
! i i

(regu/el).

(5) Koordinasi untuk kelancaran pelayanan transPPrtasi jemaah haji dilakukan oleh PPIHO.

(6) PPIHO wajib ~engadakan kesfpakatan dala~ bentuk k6ntrak kerja dengan penyedia

transportasi untuk jemaah haji: •

(7) Penyedia tran~portasi adalah p~rusahaan tran~portasi berbadan hukum.

(8) Pembiayaan untuk pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
i , I

ayat (3) dib~bankan pada Anggaran pen~apatan dan Belanja Oaerah Provinsi

Gorontalo.

\.,

j :
; I' :

i I .., ,
~ I ! .
J I

, !
! :

,
, I
~ I

. ,
~ j

(9) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada Flyat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan
i I

I

Keputusan Gubernur. '

(10) Biaya pelayanan transportasi; jemaah haji ~ebagaimana dimaksud pada ayat (8)
I

diberikan kepa.da Jemaah Haji P.eguler sekali ~eumur hid up.
. I ' .

; ! i
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;(4)

(2)
I

(1) PembinaanjJmaah haji meliP~ti :

a. Penyuluhan
i

b. Pendampingan
!

Penyuluhandan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

penyuluhan ~an pendampin~an bagi jem~ah haji mulai dari tahap persiapan,
: ,

manasik,dalam perjalanan, ;pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, dan sampai
, [ 1

kembali ke asrama haji Gorontalo. ;

Penyuluhan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilakukan
I I i

oleh TPHD berkoordinasi dengan TPHI.

Pembiayaan ~ntuk pembinaafl1jemaah haji ~ibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.
I

(S) Tata carapernbinaan dan besarnya pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
. . , '.

(1), ayat (2), ayat (3), dan ay~t (4) ditetapkalndengan Peraturan Gubernur.

,
Bagian Ked~a

Pembinaan
I

Pasal13:

I,
I
I,
(3)
i
I

j :
I ;

, ,
l I IIii

l I,

I

Bagian Ketiga

Konsumsi:,
Pasal14

; I

I

(1) Konsumsi diberikan kepada jemaah calon haji dan jemaah haji selama di bandara

embarkasi dan debarkasi.

(2) Konsumsi untuk PPIHD,TPHD,TKHDdiberikan di asrama haji, dan di bandara
; I

, I

embarkasih dan Debarkasi. .

(3) Pelayanank09sumsi dilakukani oleh PPIHDPrpvinsiGorontalo.

(4) Pembiayaan untuk konsumsi jemaah calon haji dan jemaah haji serta PPIHD
• J i .

sebagaimana'dimaksud pada' ayat (1) darl ayat (2) dibebankan pada Anggaran

PendapatandFn Belanja Daer~h Provinsi Gor9ntalo.

I .;
. I"

Bagian Keempat

Kesehatan
j

PasallS'

. I

i ;
I
i

I.: :
1: I

I i I

I I '

(1) Pelayanan kesehatan jema~h haji meliputi tindakan pertolongan pertama,

I pencegahan, ~emeliharaan, P1meriksaan,daij pengobatan.

~2) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh TKHD ,berkoordinasi dengan TKHI mulai dari
: ! i

tahap persiapan di asrama haji , Embarkasi:Haji Antara, Embarkasi, pelaksanaan di

Arab Saudi, Drbarkasi, dan kerbali ke EmbarikasiHaji Antara asrama haji. '~
10 ~
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I: i i(3)
.. I!! I

Bagian Keen~m
Infrastruktur

I

Pasal171
I

Bagian Kelima
Kepabeanan, :Imigrasi, dan ~arantina Kesehatan

.! 1

Pasal16,
I ! i

(1) Pelayanan Kepabeanan, imigrasi dan Kantor Kesehatan Pelabuhan jemaah haji
I

meliputi : I

a. Barang bFwaan Jemaah i Haji yang dipersamakan dengan barang pribadi
I ! '

penumpang, sehingga terhadapnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

b. Pemeriksaan Kesehatan tahap akhir bagi J!emaah Haji.
~ ~ I

c. Penerbitan Paspor., II ' ,
I I I

d. Border Control Management atau sistem lalu Iintas orang keluarjmasuk di dan ke
,

Wilayah Indonesia.
I

Pelayanan Kepabeanan, imi:grasi dan Kalltor Kesehatan PeIabuhan jemaah haji
Ii'

dilaksanakari oleh instansi terkait di Embarkasi Haji Antara.

Biaya operasional Pelayanan i'Kepabeanan, i~igrasi dan Kantor Kesehatan Pelabuhan

untuk jemaah haji melekat ,pada kewenangan, tugas dan fungsi instansi vertikal
i i !

~~~.. : '

(2)
I

l
, I: ;

i : I

" I~ , '
J ; , :

; ;

J :

.. I" I1 ,

, ,
;" .!
J I!

~ ! ~ I
! I! I
I '

i I I, iI I; I: .. :

j I ~

I I, I
n t !

,,'Iii
I' :

, .." I

ii, ;( .. , I, I! i, .

:(1)
I

";i :
. ~ I

I , ..

Infrastruktur: pelayanan ~aji berupa i pembangunan, . pengembangan dan
I 1 I

pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan ibadah haji yang
I

meliputi: I

a. Asrama haji dan fasilitasnya

b. Bandara dan fasilitasnya

c. Alat Border Control Management (BCM)

d. Teknologi informasi pelayanan penyelenggaraan haji.

(2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah dan instansi vertikal/terk~it.

(3) Pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

ketentuan perundang-undangan.

! ..

BAB VII '
PENGELOLAAN DAN PERTA~GGUNGJAWABAN

Pasal18 '

(1) Pelayanan dan pembiayaan untuk Penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Gorontalo

diberikan dan dikelola oleh: PPIHD Provi;nsi Gorontalo sebagai penyelenggara

,
: i ..

kegiatan.

i : .
I : .
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, I

. :(2) PPIHD Provinsi Gorontalo sebagaimana dima1ksud pada ayat (1) wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban tentang pel,ayanan dan pengelolaan pembiayaan
, I '

penyelenggaraan ibadah haji I kepada Gubernur paling lambat 30 hari kerja setelah

penyelenggar.aan ibadah haji selesai.

BAB VIII'
KEfENTUAN PENUTUP

I

Pasal19:

Peraturan Daerah in; mulai berlaku isejak tanggal ditetapkan.
I ' I

'Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk~n pengundangan Peraturan Daerah ini
: i i

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

!Diundangkan di Gdro~talo

:pada tanggal: 25'iJuni 2013 i
SEKREfARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

, '

~.~;..

! . 1 I: I: i ' I

! I Prof. DR. Ir. H", INARNI MONOARFA M.5
I i I PEMBINA IUTAMA I

! I: I NIP 19621121198503 2001 !

, i : ,I I: l I ~ i !

; j I: i

, ,
I ; i

i i ! I I
! !: j LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 05

, ii': I:; I,
l :

, I
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PENJELASA~

ATAS
I !

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NqMOR 5 TAHUN12013I ,

TENTANG

PELAYANANPENYELENGGARAANIBAOAH ~AJI 01 PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia adalah sebuah perwujudan nyata bahwa

negara menjamin kebebasan ~an kemerdeka,an warganya yang beragama Islam

untuk beribadah. Terlebih karena Ibadah Haji 'merupakan Rukun Islam kelima yang

wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam sekali seumur hidup bagi yang mampu

melakukannya. Oalam pelaksanaannya, negara pun bertanggung jawab dan terlibat
, , ,

dalam memastikan pelayananannya, sehingga kenyamanan, keamanan dan

pembinaannya pisa berjalan balk dan membe~i kepuasan kepada masyarakat yang

I menunaikan Ibadah Haji setiap tahunnya. Inilah yang menjadi sebab mengapa
i I

pelaksanaan ibadah haji di IndQnesia merupa~an sebuah "tugas nasional", terlebih

karena melibatkan banyak pihpk di dalam qan di luar negeri, sehingga hal ini
! j I .

berhubungan jelas dengan martabat bangsa Indonesia di negara lain.
I

ill. PASAL OEMI PA$AL I

Pasall
i

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimakTud dengan Asaf Kemanusiaa1 adalah fasilitasi pemerintah daerah

terhadap penyelenggaraan ibadah haji harus memenuhi asas kemanusiaan

dengan senantiasa memberi!kan perlindungan dan kemudahan pelayanan kepada

jemaah hajji, seperti menYfdiakan transPi0rtasi lokal, pemondokan lokal, dan

konsumsi lokal yang layak dan manusiawi; Asas Keadi/an adalah untuk
I I

memenuhi asas keadilan, nlaka seluruh p~layanan penyelenggaraan ibadah haji

harus men?erminkan rasa Ikeadilan dan proporsional terhadap setiap jemaah

haji. Rasa keadilan dan proporsional ini juga mencakup pemberian pelayanan
. I i

hanya sekali bagi jemaah ! haji reguler; ~sas Profesiona/ adalah pengelolaan

pelaksanaa~ dan fasilitasi jpelayanan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan

secara terorganisir, tertib,' terukur, da~ tersedianya SDM pengelola yang
, i

memadai; Azas Transparan~iadalah bahw~ pembentukan peraturan daerah ini,

baik mulai dari perencallaan, penyusunan dan serta pengesahan dan

I ~

I
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penetapannya harus melib~tkan masyara~at dengan memberikankesempatan

yang selua~-Iuasnya untuk j memberikan rllasukan. Keterlibatan Iliasyarakat ini
, I • •

dapat mulai diwujudkan sejak penyusunan naskah akedemik, pembahasan

ranperda, idan penetaparlnya; Asas ~kuntabi/itas berarti bahwa dalam
, : I

pelaksanaa~ peraturan da~rah ini, seluruh pengelolaan keuangan dilakukan

secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; Azas Nir/aba artinya bahwa
I I I

pengelolaari pelayanan penyelenggaraan: haji tidak mengambil keuntungan

finansial.

:Pasal3
I
, Huruf a

: : 1 .

Yang dimaksud dengan \\pel1ayananyang optimal" adalah sistem perlakuan yang

dilakukan PFra penyelengg9ra dan petugar haji yang diberikan kepada jemaah

haji sehingga memperoleh kemudahan, kenyamaman dan keamanan. Pelayanan

in; dilakukan oleh petugas yang dibentuk ol'eh Gubernur yang bertugas sejak dari

daerah asalhingga ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi hingga ke,daerah asal.
• I I
~ I 1 •

Huruf b .

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas
!

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas i
Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) .
I

Cukup jelas

Ayat (2)

Tuga? TPPHD dima~sudkan untuk, mendukung pencapaian pelayanan
, ! I

penyelenggaraan haY yang lebih optimal. Tugas pokok TPPHD dijalankan

sejaki dari daerah a!sal hingga k~ Arab Saudi dengan tujuan untuk
I .

mem~stikan akuntaqilitas dan kyalitas pelayanan haji' di Provinsi
. I

Gorontalo.
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Ayat (3)

Cukup jelas.
i

Ayat (4)

CukUp jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat(4)

Cukup jelas.

I

.Pasal10 I
i

Cukup jelaS,
I

!Pasal11

, Cukup jelasi
I :
"Pasal 12

Cukup jelas:

:Pasal 13
I
, Cukup jelas,
!Pasal14

Ayat(l) i
!

Yang dimaksud dengan Bandara embarkasi dan debarkasi bagi jemaah

haji Gorontalo adalaH Bandara Interlnasional Sultan Hasanuddin Makassar

di Maras.

~ ;,

ii' ·, '~ '

j ; · i, '

Iiir ,
"

"

: !. j ; !

. Ii : '.i ;';

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji" adalah

perlakuan profesional! yang dikerjakan oleh Tim Medis secara terkoordinasi

yang disertai dengan dokumentasijrekaman medis' yang memenuhi,

standar pelayanan kesehatan yang diatur oleh peraturan perundang-

unda'ngan Indonesia dan/atau memenuhi standar internasional.

Ayat (2)

! ' Cuku'p jeJas.

:Pasal16
, f

1

Cukup jelas~

i
I ~ : ,~

i I
'i !
I .
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Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yangi dimaksud deng,~m"Pembangu~an, Pengembangan dan Pemeliharaan
, '

infrastruktur" adalah tindakan-tindakan terencana dan terorganisasi yang
: ' I

menj1amin semua fasilitas pelayarlan jemaah haji bisa dimanfaatkan

deng~n baik dengan mutu yan~ terjamin. Halini," membutuhkan
• I. •

pengaturan tersendir~i dengan merujuk peraturan-peraturan yang ada
, ' I .'

men~ingat posisi Gor6ntalo sebagai i Embarkasi Haji Antara (EHA) dengan

fungsi-fungsi khusus yang menyertainya.
I I 1

Ayat(3)

Cukuip jelas.

:Pasal18
I

! Cukup jelas,
I

!Pasal19

Cukup je1ast
I

: iii: jTAMBAHAN LEMB~RAN DAERAH PfOVINSI GORO~TALO NOMOR 05
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